BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

NKRI mengakui keberadaan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Provinsi Papua melalui UU
Otsus Papua ditetapkan sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan hak otonomi yang bersifat khusus. Salah
satu materi otonomi khusus yang diberikan adalah adanya lembaga MRP yang memiliki
kewenangan tertentu agar hak-hak orang asli Papua tidak terabaikan. Adanya MRP akan
meningkatkan partisipasi orang asli Papua dalam kegiatan perpolitikan di Provinsi Papua.
Salah satu kewenangan MRP yang berkaitan dalam kegiatan perpolitikan adalah
memberikan pertimbangan dan persetujuan mengenai keaslian orang Papua terhadap bakal
calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Otsus
Papua.

Kewenangan MRP di atas menimbulkan ketidakpastian hukum karena kriteria orang
asli Papua dipersempit hanya berdasarkan pengakuan dari masyarakat adat asal bakal calon
Gubernur dan Wakil Gubernur pasca Putusan MK Nomor 29/PUU-1X/2011. Adanya frasa
“persetujuan” menyebabkan MRP seolah-olah merupakan lembaga penentu seseorang
merupakan orang asli Papua atau bukan orang asli Papua. Kedudukan MRP sebagai
lembaga perwakilan orang asli Papua dapat memiliki kepentingan langsung dxalam
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua apabila memiliki kewenangan
memberikan persetujuan mengenai keaslian orang Papua. Kewenangan memberikan
persetujuan yang dimaksud akan mengintervensi KPU Provinsi Papua dalam
menyelenggarakan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
Pengapusan frasa “persetujuan” dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Otsus Papua akan
mencegah MRP melakukan tindak sewenang-wenang atau abuse of power. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan MRP memberikan
persetujuan mengenai keaslian orang Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Papua adalah tidak tepat.

Idealnya MRP hanya memberikan sebatas pertimbangan mengenai keaslian orang
Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Namun

pertimbangan yang diberikan MRP harus didasari oleh pengakuan atau klarifikasi dari
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masyarakat adat asal bakal calon yang bersangkutan. Sifat dari pertimbangan hanyalah
membantu atau menganjurkan sehingga KPU Provinsi Papua dalam menyelenggarakan
kewenangannya tidak akan diintervensi oleh MRP. Pertimbangan yang diberikan oleh
MRP merupakan kewenangan khusus yang terdapat di dalam UU Otsus Papua dan
kekhususan yang dimaksud dibenarkan oleh Pasal 199 UU Pilkada dan Pasal 399 UU
Pemerintahan Daerah. UU Otsus Papua memiliki kedudukan yang sederajat dengan UU
Pemerintahan Daerah dan UU Pilkada sehingga asas lex specialis derogat legi generali
dapat diberlakukan. Namun agar MRP tidak sewenang-wenang dalam memberikan
pertimbangan mengenai keaslian orang Papua, maka KPU Provinsi Papua berwenang
untuk meminta secondary opinion atau klarifikasi ulang kepada masyarakat adat asal bakal
calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 PKPU
Pemilihan Daerah Khusus. Hal ini menunjukkan adanya checks and balances antara KPU
Provinsi Papua dengan MRP.

KPU Provinsi Papua telah melakukan pengawasan terhadap MRP dalam memberikan
pertimbangan mengenai keaslian orang Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Papua sebagaimana diatur Pasal 27 PKPU Pemilihan Daerah Khusus.
KPU Provinsi Papua sebagai bagian dari KPU telah tepat melaksanakan pengawasan yang
dimaksud, sebab apabila pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, maka akan
mencederai penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Intervensi pemerintah pusat menyebabkan KPU Provinsi
Papua tidak independen dalam menyelenggarakan fungsinya. Selain mencederai Pilkada
yang demokratis, pengisian jabatan kepala daerah bukan merupakan urusan pemerintahan
sehingga bukan termasuk ke dalam kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, lembaga
yang tepat untuk melakukan pengawasan terhadap MRP dalam memberikan pertimbangan
mengenai keaslian orang Papua adalah KPU Provinsi Papua sebagai lembaga
penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat permasalahan dalam pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua khususnya mengenai kewenangan MRP
dalam mengisi tahapan pengisian jabatan yang dimaksud. Oleh karena itu, penulis
memberikan saran bahwa diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf a UU
Otsus Papua mengenai kewenangan MRP dalam memberikan pertimbangan dan

persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Pasal 20
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ayat (1) huruf a UU Otsus Papua mengandung multitafsir dan ketidakpastian hukum. Pada
prakteknya MRP tidak konsisten dalam menetapkan seseorang merupakan orang asli
Papua atau bukan orang asli Papua

Begitu pula, Putusan MK Nomor 29/PUU-1X/2011 merupakan putusan yang
mengambang karena menempatkan KPU Provinsi Papua itu sendiri dalam posisi yang
dilematis. Hal ini disebabkan, kriteria orang asli Papua harus didasarkan atas pengakuan
masyarakat adat di Provinsi Papua sehingga seseorang yang berada di luar Provinsi Papua
bahkan di luar NKRI bisa menjadi calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi
Papua. Oleh karena itu, seharusnya MK mengeluarkan putusan yang berkepastian hukum
sehingga tidak menempatkan KPU Provinsi Papua dalam posisi yang dilematis. Apabila
suatu Kriteria hukum tetap didasarkan pada antrophologi, maka akan melahirkan ketentuan

yang diskriminatif.
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